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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan 

hukum, baik itu dari bahan hukum Islam dan bahan-bahan hukum Positif. Maka 

penulis dapat menyimpulkan, bahwa: 

1. Grasi dalam hukum Islam adalah pengampunan atau pemaaf yang diambil 

pengertian dari al-„afwu )العفو) dan al-syafa„at )الشفاعة). Sedangkan grasi 

menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 1 yaitu 

sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau 

penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh 

presiden. Sehingga persamaan grasi antara hukum Islam dan hukum positif 

ialah hanya terdapat pada segi pengertiannya. Adapun perbedaan grasi antara 

hukum Islam dan hukum positif ialah kewenangan memberikan 

grasi/pengampunan dalam hukum Islam adalah oleh keluarga korban/ahlul 

bait, kalau pun dia mendapatkan pengampunan dari ahlul bait maka dia harus 

menyerahkan ganti rugi. Adapun peran kepala negara selain mengurus negara 

juga mempunyai andil dalam pemberian maaf kepada pelaku yang bersalah 

tapi tetap saja ahlul bait mempunyai kekuasan mutlak menurut hukum Islam 

dalam memberikan pengampunan. Sementara dalam hukum positif 

kewenangan penuh memberikan grasi sepenuhnya diserahkan kepada 
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presiden selaku kepala negara sebagaimana amanat UUD 1945 dan Undang-

undang No 22 Tahun 2002 Pasal 1, sehingga keluarga korban atau ahlul bait 

tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan ampunan. 

2. Penerapan grasi dalam hukum pidana Islam diserahkan kepada ahlul bait atau 

korban sebagai pemberi pengampunan dalam hal jarimah qishas, sedangkan 

negara tidak berhak memberikan pengampunan, Negara berhak memberikan 

pengampunan dalam hal Jarimah Ta‟zir , untuk Jarimah Hudud tidak ada 

pengampunan yang perkara sampai kepada penguasa. Sedangkan dalam 

hukum positif penerapan grasi berdasarkan UUD 1945 pasal 14, Undang-

undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Undang-undang No. 5 Tahun 

2010 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang 

Grasi adalah Grasi merupakan kewenangan  Presiden untuk memberikan grasi 

kepada terpidana berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. 

 

B. Saran-Saran 

1. Setiap perkara/kasus yang berhubungan dengan person hendaknya 

diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana yang diperlakukan dalam 

hukum Islam, sebagaimana pemberian grasi bagi pelaku pembunuhan 

misalnya pelaku yang mengharap ampun dari keluarga korban dengan 

membayar sejumlah tebusan tetapi kalau keluarga korban tidak memberikan 

pengampunan maka negara wajib melaksanakan hukuman. 

2. Untuk kasus yang bersangkutan dengan negara baik itu korupsi atau 

penjualan aset negara atau yang berhubungan dengan merugikan negara maka 
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pemberian grasi hanya dilakukan oleh presiden selaku pemangku kepala 

negara.  
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